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Abstract 

Indonesia’s economic resilience has been significantly tested by global uncertainties, particularly affecting 

micro, small, and medium enterprises (MSMEs), including those operating under Islamic principles. This 

study explores how tax policy can enhance the sustainability of sharia-based businesses during economic 

turbulence. Employing a qualitative library research method, the analysis draws upon scholarly literature, 

government regulations, and economic reports to assess the intersection between Islamic fiscal ethics and 

Indonesia’s taxation system. The findings reveal that tax incentives, administrative flexibility, and digital 

innovations such as QRIS contribute positively to business survival. However, the lack of tax regulations 

tailored to Islamic contract structures and the low level of tax literacy among Islamic MSME actors remain 

critical challenges. This study concludes that integrating Islamic principles of justice and public benefit into 

tax policy design can foster a more inclusive and sustainable economic environment. As a contribution to 

scientific discourse, this research offers a conceptual framework for fiscal reform grounded in Islamic 

economic values, advancing the alignment of state revenue systems with ethical, equitable development 

goals. 

 

Keywords: Fiscal Policy, Islamic Business Resilience, Islamic Economic Justice, Sharia-Based Taxation, Tax 

Incentives for MSMEs. 

 

Abstrak 

Ketahanan ekonomi Indonesia tengah diuji oleh ketidakpastian global yang berdampak besar pada pelaku 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya yang berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan dapat memperkuat keberlanjutan bisnis syariah di 

tengah tekanan ekonomi. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan, penelitian ini menelaah 

literatur akademik, regulasi pemerintah, dan data ekonomi yang relevan guna mengkaji hubungan antara 

etika fiskal Islam dan sistem perpajakan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif pajak, 

relaksasi administrasi, serta inovasi digital seperti QRIS berkontribusi positif terhadap daya tahan usaha. 

Namun demikian, belum adanya regulasi pajak yang mengakomodasi akad-akad syariah serta rendahnya 

literasi perpajakan di kalangan pelaku UMKM menjadi tantangan utama. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa integrasi prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam desain kebijakan pajak dapat menciptakan 

sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kontribusi ilmiah dari studi ini adalah penyajian 

kerangka konseptual reformasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam yang mendukung tujuan pembangunan 

berkeadilan. 

 

Kata Kunci: Daya Tahan Bisnis Syariah, Insentif Pajak untuk UMKM, Keadilan Ekonomi Islam, Kebijakan 

Fiskal, Perpajakan Berbasis Syariah. 

mailto:1indamaulaz@gmail.com
mailto:2febryansyahhafizh@gmail.com
mailto:3adimsxz@gmail.com


Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access 

article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 

 

 

501 

 

Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025) 

Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025 

ISSN: 2774-6585 

 

PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Indonesia menghadapi tekanan signifikan 

akibat ketidakpastian global, termasuk fluktuasi nilai tukar, inflasi impor, dan perlambatan 

ekspor. Ketegangan geopolitik global, seperti konflik Rusia-Ukraina dan ketidakpastian 

kebijakan moneter di negara-negara maju, turut memperburuk situasi dengan memicu gangguan 

rantai pasok dan volatilitas harga komoditas. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM), khususnya yang berbasis syariah, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap 

krisis ini. Mereka menghadapi tantangan dalam mengakses pembiayaan, keterbatasan teknologi, 

dan rendahnya literasi keuangan, yang semuanya berkontribusi pada penurunan produktivitas 

dan keberlanjutan usaha. 

Pemerintah Indonesia telah merespons situasi ini dengan menerapkan berbagai kebijakan 

perpajakan yang bertujuan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Langkah-langkah tersebut 

mencakup pemberian insentif pajak, penurunan tarif pajak penghasilan bagi UMKM, dan 

relaksasi administrasi perpajakan. Kebijakan-kebijakan ini diharapkan dapat memberikan ruang 

bagi pelaku usaha, termasuk UMKM syariah, untuk bertahan dan berkembang di tengah tekanan 

ekonomi (Khairunnisa & Nofrianto 2023; Sunaryono 2024). 

Dari perspektif ekonomi Islam, perpajakan memiliki peran penting dalam distribusi 

kekayaan dan keadilan sosial. Integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan kebijakan fiskal dapat 

menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sebagai contoh, penerapan 

prinsip keadilan dalam perpajakan dapat membantu UMKM syariah untuk lebih patuh terhadap 

kewajiban pajak mereka, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan 

(Marshelynda & Nisa 2024; Wartoyo 2019). 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana kebijakan perpajakan dapat 

memperkuat daya tahan bisnis Islam, khususnya UMKM syariah, di tengah ketidakpastian 

ekonomi Indonesia. Dengan memahami peran strategis kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi 

syariah, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang efektif dan berkeadilan. 

 

METODOLOGI 

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dengan mengumpulkan dan 

menelaah berbagai referensi serta jurnal ilmiah yang relevan dengan topik kebijakan perpajakan 

dan bisnis syariah di Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk 

menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan fokus kajian. Sumber data dalam penelitian ini 

berasal dari beragam literatur tertulis, seperti buku, dokumen resmi lembaga, arsip, serta jurnal 

ilmiah. Studi ini memanfaatkan dua jenis informasi utama: data primer yang mencakup publikasi 

akademik dan karya ilmiah terkait kebijakan perpajakan dan ekonomi syariah, serta data 

sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap, diambil dari sumber-sumber pendukung seperti 

buku dan arsip lainnya. Pendekatan ini serupa dengan penelitian-penelitian terdahulu yang 

mengkaji peran lembaga keuangan syariah dalam konteks pemulihan ekonomi, sehingga 

memberikan kerangka komprehensif dalam memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat 

memperkuat ketahanan bisnis syariah di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Pajak dalam Ekonomi Islam dan Konteks Indonesia  

 Keadilan merupakan pilar utama dalam kebijakan perpajakan, baik dalam sistem negara 

modern maupun dalam perspektif Islam. Setiap kebijakan fiskal harus menjamin perlakuan yang 

setara, wajar, dan proporsional bagi seluruh wajib pajak agar tercipta sistem perpajakan yang 

tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga etis dan diterima masyarakat luas. Dalam 

Islam, keadilan bukan sekadar norma sosial atau administratif, melainkan prinsip universal yang 

bersumber dari ketetapan Ilahi. Pelanggaran terhadap prinsip ini, termasuk dalam konteks 

perpajakan, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang dapat merusak tatanan masyarakat 

(Daryanti et al. 2024a). 

 Islam memandang bahwa pajak dapat dibenarkan selama ditujukan untuk kemaslahatan 

umum dan dikelola dengan prinsip keadilan. Di era modern, pajak menjadi instrumen penting 

untuk memenuhi kebutuhan negara ketika sumber dana lain seperti zakat, kharaj, jizyah, dan 

usyr tidak mencukupi. Pemungutan pajak dalam konteks ini dianggap sebagai tanggung jawab 

kolektif untuk mencegah kemudharatan dan menjaga keberlangsungan negara (Arrighi et al. 

2022a). Oleh karena itu, sistem perpajakan dalam Islam menekankan pada transparansi, 

proporsionalitas beban pajak sesuai kemampuan, serta perlindungan terhadap kelompok lemah 

agar tidak terjadi ketimpangan sosial. 

 Pandangan klasik seperti yang dikemukakan oleh Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-

Sulthaniyyah tetap relevan untuk diadaptasi dalam sistem perpajakan kontemporer. Ia 

memperbolehkan pemungutan pajak baru dengan syarat dijalankan secara adil demi 

kemaslahatan umat. Selain itu, ia mengusulkan keberadaan lembaga pengawas seperti Hisbah 

untuk memastikan bahwa proses pemungutan dan penggunaan pajak dilakukan secara 

transparan dan efektif (Zaini et al. 2025a). Pemikiran ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam 

modern yang menekankan keadilan distributif, transparansi, dan keseimbangan antara hak 

individu dan kepentingan masyarakat. 

 Dengan demikian, perpajakan dalam ekonomi Islam tidak hanya dipandang sebagai 

instrumen fiskal, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan 

keseimbangan ekonomi. Ketika prinsip keadilan ditegakkan secara konsisten, perpajakan tidak 

hanya meningkatkan kepatuhan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas sosial 

dan pembangunan yang berkelanjutan dalam konteks Indonesia. 

 

Pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam dan Kebijakan Pajak Indonesia terhadap Bisnis 

Syariah 

Dalam sistem perpajakan, baik dari perspektif ekonomi Islam maupun dalam kebijakan 

fiskal Indonesia, keadilan menjadi prinsip utama yang tidak dapat diabaikan. Islam memandang 

pajak sebagai instrumen yang sah untuk memenuhi kebutuhan kolektif umat, selama dikelola 

secara adil dan tidak menimbulkan kemudaratan (Arrighi et al. 2022b). Pajak tidak hanya 

berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan 

keseimbangan ekonomi dan sosial. Prinsip keadilan dalam Islam menuntut agar beban pajak 

dibagi secara proporsional sesuai kemampuan, serta hasilnya dimanfaatkan untuk kepentingan 

publik, khususnya untuk membantu golongan yang kurang mampu (Daryanti et al. 2024b). 

Pandangan klasik dari Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyyah juga menegaskan 

pentingnya prinsip keadilan dalam perpajakan. Ia memperbolehkan pemungutan pajak baru jika 
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dana zakat dan sumber-sumber syariah lainnya tidak mencukupi, dengan syarat digunakan 

untuk kemaslahatan umat dan diawasi oleh lembaga seperti Hisbah agar tetap transparan dan 

akuntabel (Zaini et al. 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa perpajakan dalam ekonomi Islam 

bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari nilai moral dan spiritual yang 

harus ditegakkan untuk menjaga keadilan sosial. 

Kebijakan perpajakan di Indonesia pun menunjukkan respons positif terhadap prinsip-

prinsip tersebut, terutama dalam mendukung bisnis berbasis syariah. Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil, termasuk 

UMKM syariah, seperti pembebasan pajak atas hibah dan bantuan yang tidak memiliki 

hubungan usaha langsung (Rachmad & Murdiawati 2024). Selain itu, pendapatan dari produk 

keuangan syariah seperti sukuk dan dana sosial syariah juga mendapatkan perlakuan khusus, 

sebagai bentuk pengakuan terhadap karakteristik unik ekonomi Islam. 

Dalam upaya mendorong pertumbuhan industri halal, pemerintah memberikan berbagai 

insentif pajak kepada pelaku UMKM halal. Ini termasuk pembebasan PPh final 0,5% bagi UMKM 

dengan omzet di bawah Rp500 juta serta kemudahan fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 

berbasis produk halal, seperti tax holiday, tax allowance, dan pembebasan bea impor atas barang 

investasi dan bahan baku (DDTCNews 2023; Setneg 2023). Selain itu, insentif bagi pendamping 

sertifikasi halal yang nilainya mencapai lebih dari Rp81 miliar turut mempercepat proses 

legalisasi produk halal di pasar domestik dan internasional (Media Indonesia 2024). 

Namun, tantangan utama dalam perpajakan UMKM tetap pada tingkat kepatuhan yang 

rendah. Hanya sekitar 1,5 juta dari 60 juta pelaku UMKM yang aktif membayar pajak. Salah satu 

pendekatan solutif ditawarkan melalui pemanfaatan teknologi digital seperti QRIS (Quick 

Response Code Indonesian Standard). QRIS memungkinkan pemotongan pajak secara otomatis 

dalam setiap transaksi non-tunai, sehingga mengurangi beban administrasi dan meningkatkan 

efisiensi pemungutan pajak tanpa mengganggu operasional UMKM (Budiarsih & Hartono 2022). 

Sistem ini juga dinilai lebih disukai oleh pelaku UMKM dibandingkan metode pelaporan manual. 

Dengan menegakkan prinsip keadilan serta adaptasi kebijakan dan teknologi yang 

inklusif, sistem perpajakan yang ramah terhadap bisnis syariah dan UMKM dapat diwujudkan. 

Hal ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, sekaligus menjadikan 

Indonesia sebagai pusat industri halal dunia. 

 

Tantangan dan Rekomendasi Kebijakan Pajak bagi Bismis Islam di Indonesia 

 Sektor bisnis Islam, terutama Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) syariah, 

menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan dalam perekonomian nasional. Didukung oleh 

meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap gaya hidup halal dan keuangan syariah, sektor 

ini berkontribusi besar dalam mendorong inklusi ekonomi. Namun, sistem perpajakan di 

Indonesia dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik unik dari UMKM syariah, 

sehingga menimbulkan hambatan dalam pengembangan usaha serta kepatuhan pajak. Salah satu 

tantangan utamanya adalah ketiadaan regulasi pajak yang secara khusus dirancang untuk 

mengakomodasi struktur usaha syariah, seperti akad murābaḥah, musyārakah, atau ijarah yang 

memiliki prinsip dasar berbeda dengan praktik konvensional (Ahmad 2023). 

 Sebagian besar kebijakan fiskal masih berbasis sistem konvensional yang tidak secara 

langsung relevan dengan sistem ekonomi Islam. Misalnya, pengenaan pajak penghasilan atas 
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margin transaksi murābaḥah sering kali disamakan dengan bunga, tanpa mempertimbangkan 

perbedaan substansi akad. Hal ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum, tetapi juga 

memunculkan keraguan dari pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka 

(Rochmaniah & Oktafia 2021). Kondisi ini menunjukkan urgensi regulasi fiskal yang dirancang 

dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, termasuk pedoman teknis penghitungan 

pajak untuk akad-akad syariah dan perlakuan pajak yang adil bagi UMKM berbasis syariah. 

 Selain persoalan regulatif, aspek edukasi fiskal menjadi tantangan lain yang signifikan. 

Mayoritas pelaku UMKM syariah masih memiliki literasi perpajakan yang rendah, terutama 

terkait hak dan kewajiban mereka sebagai wajib pajak dalam konteks ekonomi Islam. Edukasi 

yang tersedia umumnya bersifat normatif dan tidak menjelaskan keterkaitan antara kepatuhan 

pajak dan nilai-nilai Islam seperti keadilan (al-‘adl), amanah, dan tanggung jawab sosial 

(maslahah) (Al Qardawi 2013). Padahal, dalam perspektif Islam, kontribusi terhadap negara 

melalui pembayaran pajak dapat dilihat sebagai bentuk kharaj atau bentuk pertanggungjawaban 

sosial. Oleh karena itu, pemerintah perlu membangun strategi penyuluhan fiskal yang lebih 

kontekstual dengan budaya dan nilai agama, agar kepatuhan pajak tumbuh bukan karena 

keterpaksaan, melainkan kesadaran kolektif sebagai bagian dari ibadah dan kontribusi terhadap 

kesejahteraan bersama. 

 Lebih jauh, persepsi bahwa pajak adalah beban masih melekat kuat di kalangan pelaku 

UMKM, termasuk pelaku usaha syariah. Dalam ekonomi Islam, pajak seharusnya berfungsi 

sebagai alat redistribusi kekayaan untuk mencapai keadilan sosial, bukan sekadar instrumen 

fiskal negara (Direktorat Jenderal Pajak 2023). Oleh karena itu, reformasi kebijakan pajak perlu 

diarahkan agar lebih proporsional dan progresif, serta memberikan insentif fiskal bagi sektor-

sektor produktif yang berbasis syariah. Pemerintah dapat mendorong kebijakan pajak berbasis 

keadilan dengan menyediakan pengurangan tarif atau skema insentif lainnya bagi UMKM yang 

menerapkan prinsip syariah dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal. Dengan 

demikian, pajak bukan hanya menjadi kewajiban, tetapi juga sarana memperkuat solidaritas 

sosial dan keberlanjutan ekonomi umat. 

 Sebagai penutup, untuk menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil dan inklusif bagi 

UMKM syariah, dibutuhkan sinergi antara regulator, akademisi, dan pelaku usaha. Regulasi 

yang akomodatif, edukasi fiskal berbasis nilai-nilai Islam, serta pergeseran paradigma pajak dari 

beban menjadi alat keadilan sosial, merupakan langkah penting dalam membangun sistem pajak 

yang sejalan dengan prinsip maqāṣid al-syarīʿah. Reformasi kebijakan perpajakan berbasis nilai 

ini tidak hanya akan meningkatkan kepatuhan, tetapi juga memperkuat peran sektor syariah 

sebagai motor penggerak ekonomi nasional. 

 

KESIMPULAN 

Kebijakan perpajakan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan bisnis 

syariah, khususnya UMKM berbasis syariah, di tengah ketidakpastian ekonomi Indonesia. 

Dalam perspektif ekonomi Islam, pajak dapat diterima selama dikelola secara adil dan bertujuan 

untuk kemaslahatan umum. Pemerintah Indonesia telah menunjukkan langkah positif melalui 

berbagai insentif fiskal seperti pengurangan tarif pajak dan pembebasan PPh final bagi UMKM 

halal. 

Namun, tantangan tetap ada, seperti kurangnya regulasi perpajakan yang sesuai dengan 
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karakteristik akad syariah, rendahnya literasi fiskal, dan anggapan negatif terhadap pajak. Oleh 

karena itu, dibutuhkan reformasi kebijakan pajak yang lebih inklusif dan berbasis nilai-nilai 

syariah, termasuk edukasi fiskal yang kontekstual serta penguatan sinergi antara pemerintah, 

akademisi, dan pelaku usaha. Reformasi ini akan mendorong peningkatan kepatuhan pajak 

sekaligus memperkuat kontribusi sektor bisnis syariah terhadap pembangunan ekonomi 

nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan. 
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